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ABSTRAK

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1995  tentang Pasar Modal
mengharuskan kepada senap pelaku pasar modal batk Emuten, Perusahaan Publk,
dan pihak lain vang tunduk pada undang-undang ini, vang dalam hal ini melakukan
[reelaarn E"li’.'!'dﬂfl?i p.:Jd-.J [Tl;‘,:-i_".".‘:t'ﬁlik';l.f ili prasar ]‘IL'rd;!r‘l.'l untuk melaksanakan i‘ﬁ['i:lﬁi]"
keterbukaan (disclosure) dengan mengmnformasikan kepada masyarakat dalam wakr
vang tepat seluruh informast matenal mengenai usahanya wan Efeknva yang
berpengarub terhadap keputusan pemodal  aras Elek vang dimaksud atan harga dan
Ffck rersebut melaln dokumen vang discbur prospekrus, karena pada dasarnya para
calom nvestor berhak unrok mengetahu secara detal mengen segala sesuaru
reneang basns 131*5115;1|1;1:111 dimana mereka akan menempatkan usngnya

Ldalam  penuhisan sknpst wm penobis mengetengabkan oga rumusan
permasalahan vaitn apakab ada Ketentuan  vang  mengatur  mengenn kewajban
menerapkan  prnap  transparanst dalam proses go  publicidan  bagamanakah
penerapannyi apakah ditemur kendala atau mdak, serta apa akidba hukumnva 11]'1:l.bi|:1
terjadi pelanggmaran pka suat perusahaan ndak menerapkannya.

Metode penchinan vang dipunakan adalah metode penelian dengan
pendekatan juridis sosiologms vanp didasarkan pada daa primer dan data sckunder.
Dara primer ini diperoleh dengan jalan wawancara langsung dengan prhak-pihak
terkmt dibndang pasar modal vaitu Bursa Bfek Jakarta, Bapepam dan Perusahaan
sckuntas, Sedangkan dara sckunder diperolch dan lapangan berupa dokumen-
dokumen resm, buku, jurnal, majalah dan hasil penehnan dalam benmik kertas kerp
Teknmk pengumpulan data penulis lakukan dengan cara wawancara dan stods
dokumen, dimana data dianalisis dengan cara kualitant.

Berdasarkan hasil penchiban | techhat bahwa adanya ketentuan yang
mengatur  mengena keharusan setap Houten untuk melaksanakan  prinsip
keterbukaan denpan menyediakan prospekius dan beberapa dokumen penting lainnya
vang bensikan informast tentang keadaan perusahaan tersebur schingga dapat
memberkan pambaran vang jelas bagt para investor dalam menempatkan modalnya,
walaupun  ketentuan tersebut ndak mengatur secara khusus. Selain g senap
perusahaan vang telah go public harus membentuk  sckretans perusahaan yang
berfunes sehagu penghubung perusahaan dengan Bapepam dan para mvestor atau
masvartkat. [Dimana dengan prnsip keterbukaan i akan dapat meningkatkan
kepercayaan para investor untuk menanamhkan modalnya di pasar modal. Namun
dalam pencrapan prinsip im masih terdapat beberapa kendala vang menghambat
pelaksanaannya, Dan untuk o diberikan sanksi-sankst sebagai akibal hukumnya baik
berupa sanksi perdata, pidana dan administrant.

Diakhir tulsan i penulis berkesimpulan bahwa prinsip keterbukaan 1t
sangrmtlah diperlukan demi kelancaran dan meningkatkan ounat para HIVCSIOT
schinggra dapar mendukung pertumbuban pasar modal vang mampuo bersaing di ers
wlobalisast.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan perckonomian di suatu negara udak dapat
dipisahkan dan adanva pemingkatan dalam pembangunan sektor keuangan yang
dalam hal i berfungst untuk menggali dan menciptakan sumber-sumber
pembiavaan. Seperti halnva sebagaimana vang tercantum dalam Bab IV huruf B
Gans-Gans Besar Haluan Negara nomor [V / MPR / 1998 vang menvatakan
bahwa titik berat pembangunan adalah pada bidang ekonomi yang merupakan
penggerak pembangunan.

Maka sesual dengan st Gans-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
merupakan landasan operasional bagi pemenntah  untuk  menjalankan
pemenntzhannya, pemernintah berupava membangun perekonomian Indonesia
dengan upaya sendiri menggali sumber daya di Indonesia , mengusahakan jasa-
jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN} maupun Badan Usaha Mibik Dacrahnya
(BUMID). Selain 1tu upava lam vang dapat dilakukan adalab mengajak pihak
swasta untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi batk dengan modal
sendin maupun dengan Penanaman Modal Asing (PMA), maka swasta mulas
beruszha diberbagar bidang baik jasa. perbankan, properti dan sebagainya.

Seiring dengan makin majunya perusahaan swasta, perusahaan milik
negara pun ikut terus mengembangkan usahanya. Namun pembangunan suatu
nepara memerlukan dana investasi yang udak sedikit. Dalam pelaksanaannya

diarahkan  untuk  berlandaskan kepada kemampuan sendiri,  disamping

\ MiL 1 |
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memanfaatkan dan sumber lainnya sebagar pendukung. Sumber dan luar udak
mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab 1tu, perlu ada
usaha vang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi vang bersumber
dan dalam vyaitu dalam hal tabungan masyarakat, tabungan pemenntah, dan
penerimaan devisa. Untuk itu berkembanglah pasar modal dalam perekonomian
sehagai salah satu sumber pembiayaan disamping sektor keuangan lainnya, guna
pelaksanaan pembangunan nasional yang membutuhkan pembiayaan  yang
semakin besar.

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efekuf untuk
mempercepal pembangunan suatu negara. Hal i dimungkinkan karena pasar
modal merupakan wahana vang dapat menggalang pengerahan dana jangka
panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produkuf. Apabila
peneerahan dana dart masyarakat melalul lembaga keuangan maupun pasar modal
sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari
luar negeri makin lama makin dikurangi.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan pemingkatan pelaksanaan
pembangunan, pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang pesal seiring
dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Disamping sebagal sumber
pembiavaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat pemodal. potensi
dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu
kekuatan nvata bagi peningkatan kemakmuran rakvat untuk  mewujudkan
masvaraka! Indonesia vang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 Dan pengembangan pasar modal dapat mendorong



BAB 1V
PENUTUP

Akhir dan keseluruhan uraian diatas sampailah penubis pada kesimpulan
dan saran-saran . vang mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua tentang

bapaimana penerapan prinsip disclosure im dalam proses Go Public.

A. Kesimpulan

1. Dengan  aktfnvae kembali pasar modal Indonesia  sebaga  wahana
penghimpun  dana  masvarakat.  perubahan vang sangat signifikan
ditunjukkan  dengan  semakin banvaknva perusabaan vang melakukan
penawaran umum dan besarnya transaksi vang dilakukan di Bursa Efek
Dalam hal proses penawaran umum ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksana pasar modal lainnyva,
mewajlbkan kepada setiap Emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan
informasi baik pada saat pernyataan pendaftaran maupun pada  saat
perusahaan pubhik 1w benalan, Informasi tersebut bharus merupakan
informas vang  dapat  dijamin kebenarannya dan dapat
dipertangoungjawabkan oleh pihak terkait - Kewajiban Emiten dalam proses
go public 1 adalah dengan menerbitkan prospekius yang berisi tentang
sceala sesuatu mengenal keadaan Lniten tersebut baik dan segt bukum
maupun keuangannva, sehingoa investor vang bermaksud menanamkan

madalnyva mengetabu kondisi perusahaan tempat modalnya ditanamkan,
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